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Abstrak 
 

Zakat adalah salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang 
berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Artikel ini 
bertujuan menganalisis fungsi zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan 
dengan perspektif Syekh Taqiyuddin An-nabhani serta membandingkannya 
dengan praktik lembaga zakat modern seperti Lazismu dan Dompet Dhuafa. 
Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. 
Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat dalam sistem Islam sebagaimana 
pandangan Syekh Taqyuddidin An-nabhani seharusnya dikelola oleh negara, 
bukan dikelola oleh lembaga independen sebagaimana Lazismu dan Dompet 
Dhuafah. 
 
Kata Kunci: Zakat, Distribusi kekayaan, Ekonomi Islam 
 
 
 

Abstract 
 
Zakat is one of the essential instruments in the Islamic economic system that 
functions to distribute wealth fairly and evenly. This article aims to analyze 
zakat’s function as a wealth distribution mechanism from the perspective of 
Shaykh Taqiyuddin an-Nabhani and compares it with the practices of modern 
zakat institutions such as Lazismu and Dompet Dhuafa. The method used is a 
qualitative library study. The result of the study shows that zakat in a pure 
Islamic system as viewed by Shaykh Taqiyuddin an-Nabhani should be managed 
by the state, not by independent institutions such as Lazismu and Dompet 
Dhuafah.  
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PENDAHULUAN 

Ketimpangan kekayaan merupakan salah satu permasalahan utama ekonomi dunia 

yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme (Gundogdu, 2016; Kraus et al., 2017; 

Veblen, 2018; Vijay, 2019). Sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai 

kekayaan dalam jumlah besar, sementara mayoritas hidup dalam kondisi miskin. 

Pembangunan ekonomi model sistem Kapitalisme bertumpu pada pajak dan 

investasi atau utang. Pajak sebagai alat distribusi kekayaan dalam sistem 

kapitalisme yang berbasis pada ideologi sekulerisme ini tidak efektif dan bahkan 

justru menjadi beban bagi masyarakat menengah ke bawah (Maulidizen, 2017; 

Mulyadi, 2016; Utomo, 2025). Sistem ekonomi Islam menawarkan konsep distribusi 

kekayaan yang adil dan manusiawi melalui mekanisme zakat. 

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi nisab 

dan haul untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Zakat tidak hanya memiliki fungsi 

spiritual, tetapi juga merupakan pilar penting dalam distribusi kekayaan. Menurut 

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani (2002), zakat adalah bagian dari sistem distribusi 

ekonomi Islam yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan atau investasi, 

melainkan harus didistribusikan langsung kepada mustahik sesuai ketentuan 

syariah (Ghozali & Khoirunnisa, 2018; Kailani & Slama, 2020; Sa’adah & Hasanah, 

2021; Syaikhu et al., 2021). Namun dalam praktik kontemporer, zakat banyak 

dikelola oleh lembaga swasta seperti LAZISMU dan Dompet Dhuafa. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan apakah pengelolaan zakat oleh lembaga independen 

sesuai dengan sistem ekonomi Islam murni.  

Artikel ini akan membahas zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan 

berdasarkan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan meninjau praktik pengelolaan 

zakat kontemporer sebagai komparasi yang dilakukan oleh Lazismu dan Dompet 

Dhuafa. Artikel ini diharapkan memiliki kontribusi semangat ekonomi Islam secara 

kaffah dalam menambah wacana dan referensi bagi para pembaca dan pegiat 

ekonomi Islam secara umum. 
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METODE 

Penelitian sederhana ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka 

(library research). Sumber utama yang digunakan adalah al-Qur’an dan buku karya 

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani berjudul "Sistem Ekonomi Islam" sebagai acuan 

pemikiran normatif. Selain itu, digunakan juga data dari jurnal akademik dan 

laporan lembaga zakat seperti BAZNAS, Lazismu, dan Dompet Dhuafa sebagai 

sumber tambahan. Analisis dilakukan dengan model analisis konten, yaitu 

pembacaan yang mendalam dan berulang-ulang secara cemat untuk mengkaitkan 

setiap informasi dengan topik penelitian. Analisis menggunakan pendekatan 

deskriptif-kritis terhadap peran negara dan lembaga swasta dalam pengelolaan 

zakat di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Zakat dalam sistem ekonomi Islam merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang 

ditetapkan Allah untuk mencegah penumpukan harta dan menolong fakir miskin. 

Allah SWT berfirman di Qur’an Surat at-Taubah ayat 103 sebagai perintah yang 

mengindikasikan bahwa tugas penarik zakat itu adalah negara sebagai berikut: 

رُهُمْ ْصَدَقَةْ ْلِهِمْ ْامَ وَاْمِنْ ْخُذْ  ي هِمْ ْتُطَه ِ هُمْ ْسَكنَْ ْصَلٰوتَكَْْانِْ ْعَلَي هِمْ ْوَصَل ِْْبِهَاْوَتُزكَ ِ
ْل 

 عَلِي مْ ْسَمِي عْ ْْللّٰهُْوَا

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan 

mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (TQS. At-

Taubah 9: Ayat 103). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban ditunaikannya zakat oleh 

muzakki bersifat perintah yang wajib ditunaikan oleh negara. Adapun kepada siapa 

zakat harus didistribusikan (mustahiq), yaitu kepada delapan golongan (ashnaf) 

sebagaimana dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60 berikut ini. Allah Subhanahu 

Wa Ta'ala berfirman: 
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فُقَرآَءِْْالص دَقٰتُْْانِ مَا ـفَةِْوَاْعَلَي هَاْل عٰمِلِي نَْوَاْل مَسٰكِي نِْوَاْلِل  مُؤَل  بُهُمْ ْل  ْْبِْالر قَِاْوَفِىْقُلُو 

بِي لِْْب نِْوَاْاللّٰهِْْسَبِي لِْْوَفِيْ ْل غٰرمِِي نَْوَا رِي ضَةْ ْالس  نَْْفَ  حَكِي مْ ْعَلِي مْ ْللّٰهُْوَاْاللّٰهِْْم ِ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 

amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, 

untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang 

sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, 

Maha Bijaksana" (TQS. At-Taubah 9: Ayat 60). 

Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani (2002) menjelaskan bahwa zakat wajib 

didistribusikan langsung kepada delapan golongan asnaf, tanpa dialihkan menjadi 

proyek negara atau alat investasi. 

Berbeda dengan pandangan di atas adalah lembaga zakat modern seperti 

Lazismu dan Dompet Dhuafa yang menjalankan program zakat produktif berupa 

pengembangan usaha kecil, program pendidikan, hingga kesehatan. Meskipun 

memberi manfaat secara ekonomi, praktik ini dinilai menyimpang dari tujuan zakat 

yang asli, yaitu sebagai distribusi langsung. Lazismu didirikan oleh PP 

Muhammadiyah tahun 2002. Lazismu merupakan lembaga zakat tingkat nasional 

yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara 

produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari 

perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Adapun Dompet 

Dhuafa sebagai lembaga filantropi Islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang 

bergerak untuk pemberdayaan umat (empowering people) dan kemanusiaan. 

Pemberdayaannya bergulir melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan 

wakaf (Ziswaf) serta dana sosial lainnya yang terkelola secara modern dan amanah. 

Dalam pengelolaannya, Dompet Dhuafa mengedepankan konsep welas asih atau 

kasih sayang sebagai akar gerakan filantropis yang mengedepankan lima pilar 

program, yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, serta Dakwah dan Budaya. 

Lazismu dan Dompet Dhuafa adalah lembaga dakwah ekonomi Islam (Amalia, 2018; 

Kailani & Slama, 2020; Mahri, 2021; Nurhidayat, 2020; Utomo, 2024). 
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Herianingrum, Indriani, dan Fauzan (2023) menyatakan bahwa zakat dapat 

mengurangi kemiskinan secara signifikan, namun efektivitasnya sangat tergantung 

pada struktur kelembagaan dan transparansi distribusi. Studi Putri, Farid, dan 

Wulandari (2024) juga menunjukkan bahwa distribusi langsung oleh lembaga resmi 

seperti BAZNAS lebih tepat sasaran dibanding pendekatan proyek produktif. 

Taqiyuddin an-Nabhani menekankan bahwa negara Islam adalah satu-satunya 

pihak yang berwenang memungut dan mendistribusikan zakat, bukan lembaga 

independen. Pengelolaan zakat oleh swasta tidak memiliki otoritas syar’i, dan 

berpotensi menimbulkan penyimpangan distribusi. 

 

PENUTUP 

Zakat merupakan instrumen utama dalam sistem distribusi kekayaan Islam. 

Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani menunjukkan bahwa zakat bukan alat 

pembangunan atau investasi, tetapi kewajiban syar’i yang harus didistribusikan 

secara langsung kepada mustahik. Pengelolaan zakat oleh lembaga independen 

seperti Dompet Dhuafa dan LAZISMU, meskipun membawa manfaat, tidak sejalan 

dengan prinsip sistem ekonomi Islam yang menempatkan negara sebagai pelaksana 

syariat. Solusi ideal adalah mengembalikan pengelolaan zakat kepada institusi 

negara yang menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Melalui pengelolaan 

zakat yang terpusat di bawah otoritas negara, keadilan distributif dapat diwujudkan 

secara nyata tanpa bergantung pada mekanisme pasar atau program filantropi. 

Zakat yang diberikan secara langsung kepada delapan golongan mustahik akan 

menghilangkan ketimpangan struktural dan mengangkat martabat fakir miskin. 

Selain itu, integrasi zakat dengan instrumen fiskal Islam lainnya seperti kharaj, 

jizyah, dan fai akan menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. 

Oleh karena itu, reformasi sistemik menuju penerapan syariat Islam secara kaffah 

menjadi syarat utama bagi terwujudnya kesejahteraan umat. Hanya dengan sistem 

ekonomi Islam yang menyeluruh, zakat dapat berfungsi sebagai solusi hakiki 

pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. 
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